BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026;

Mengingat

* -1

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);




14.

15.
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21.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi, Dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);




MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Penjabaran
APBD adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah.

Pasal 3
Pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp.
861.886.853.000,- yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah; dan
b. pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, direncanakan sebesar Rp.125.031.042.000,- yang
terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain - lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp.37.130.000.000,-

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, direncanakan sebesar Rp.78.970.042.000,-

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan
sebesar Rp.3.000.000.000,-

(5) Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar
Rp.5.931.000.000,-

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, direncanakan sebesar Rp.736.855.811.000,- yang
terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp.707.355.811.000,-

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan  sebesar
Rp.29.500.000.000,-

Pasal 6
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan
sebesar Rp.830.686.853.000,- yang terdiri atas:
a. belanja operasional;
b. belanja modal;




c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 7

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, direncanakan sebesar Rp.676.734.345.565,- yang
terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga; dan
d. belanja hibah.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, direncakan sebesar Rp.468.531.156.855,-

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, direncakan sebesar Rp.194.502.975.127,-

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesear Rp.7.346.826.891,-

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
direncakan sebesar Rp.6.353.386.692,-

Pasal 8

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
direncanakan sebesar Rp.20.708.245.935,- yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, direncakan sebesar Rp.0,-

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncakan sebesar
Rp.12.138.261.735,-

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncakan sebesar Rp.3.790.915.000,-

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncakan sebesar
Rp.1.513.259.200,-

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, direncakan sebesar Rp.3.265.810.000,-

Pasal 9
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,-

Pasal 10

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
d, direncanakan sebesar Rp.130.244.261.500,- yang terdiri
atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, direncanakan sebesar Rp.4.248.911.500,-

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.125.995.350.000,-




(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 11
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026
direncanakan sebesar Rp.31.200.000.000,- yang berupa
Pengeluaran Pembiayaan.
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.31.200.000.000,-

Pasal 12
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan Pembayaran Pembiayaan
Utang Daerah.
Aggaran cicilan pokok utang daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang jatuh tempo direncanakan sebesar
Rp.31.200.000.000,-

Pasal 13
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar
Rp.31.200.000.000,-
Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar
Rp.(31.200.000.000),-

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Lampiran Illa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima
Serta Skpd Pemberi Hibah;

Lampiran IlIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima
Serta Skpd Pemberi Hibah;

Lampiran [Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan
Sosial,

Lampiran IVb  Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan
Sosial;

Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan
Keuangan;

Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan
Keuangan;




i. Lampiran Via Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Kabupaten,;

j. Lampiran Vib Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Kota;

k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa;

1. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan
Pembiayaan; dan

m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan,
Belanja Dan Pembiayaan

Pasal 15
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan Kkerja perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 27
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